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TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan
dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia, telah diatur mengenai tata cara
penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

bahwa untuk penyempurnaan tata cara
penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu mengganti
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018
tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan
Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri
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Mengingat

Menetapkan

Keuangan tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan
Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan
Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja
dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2150);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.06/2020
tentang Pembinaan dan  Pengawasan = Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 549).

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya
disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai LPEI.

Piutang LPEI yang selanjutnya disebut Piutang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada LPEI sebagai
akibat perjanjian pembiayaan dan/atau akibat lainnya
yang sah, baik yang terjadi sebelum atau setelah LPEI
terbentuk.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI
dalam membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan
kewajibannya, antara lain penjadwalan kembali
(reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning),
penataan kembali (restructuring), dan/atau upaya
penyelesaian kewajiban lainnya sesuai perjanjian para
pihak atau ketentuan peraturan di bidang jasa
keuangan.

Penghapusbukuan adalah tindakan administratif LPEI
dengan menghapusbukukan akun Piutang dalam laporan
posisi keuangan dengan tidak menghapuskan hak tagih.
Penghapustagihan adalah tindakan LPEI untuk
menghapus semua kewajiban nasabah yang tidak dapat
diselesaikan setelah memenubhi kriteria tertentu.
Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang
diberikan kepada badan usaha termasuk perseorangan
dalam rangka mendorong ekspor nasional yang dapat
berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan/atau

kegiatan lain yang menunjang ekspor.
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10.

11.

12.

13.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki
kewenangan, tugas dan fungsi di bidang pengelolaan
kekayaan Negara.

Dewan Direktur adalah Dewan Direktur sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai LPEI.

Direktur Eksekutif  adalah Direktur Eksekutif
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai LPEIL

Nasabah adalah badan usaha dan/atau orang yang
berutang kepada LPEI menurut peraturan, perjanjian
pembiayaan, perjanjian penjaminan, kegiatan
perasuransian dan/atau akibat lainnya yang sah,
termasuk badan dan/atau orang yang menjamin
penyelesaian sebagian atau seluruh utang.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya
disingkat RKAT adalah penjabaran tahunan dari Rencana
Jangka Panjang yang menggambarkan rencana kerja dan
anggaran LPEI mulai 1 Januari sampai dengan 31
Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan
rencana tersebut.

Piutang Macet adalah Piutang yang telah dinyatakan
kualitas macet sesuai peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penilaian kualitas pembiayaan

LPEI

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penghapusan

Piutang meliputi:

a.

b.

Penghapusbukuan; dan

Penghapustagihan.
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BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3
LPEI dalam melaksanakan proses penghapusan Piutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan
semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya sehingga sebelum
melaksanakan proses penghapusan Piutang terlebih dahulu

telah melakukan penagihan secara optimal.

Pasal 4

(1) Penghapusbukuan Piutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh:

a. Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan
Direktur untuk jumlah Piutang sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri untuk
jumlah Piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
dan

c. Menteri untuk jumlah Piutang lebih dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Wewenang Menteri dalam Penghapusbukuan Piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal.

(3) Direktur Jenderal bertanggung jawab secara substansi
atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing
penentuan kewenangan Penghapusbukuan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat
pengajuan.

(5) Batasan nilai Piutang yang menunjukkan kewenangan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan nilai pokok Piutang per debitor/nasabah.



